5.1

BABS
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

l.

Pada penelitian ini didapatkan 12 kendala tenaga ahli dalam memperoleh
sertifikat keahlian. Setelah melalui uji validitas, hanya terdapat 11 kendala
yang valid, yaitu rasa malas, ketidaktahuan, ketidakbutuhan, persyaratan
yang belum terpenuhi, waktu untuk mengurus sertifikat keahlian, tidak ada
manfaat berupa kemudahan mendapatkan pekerjaan, tidak ada manfaat
berupa pendapatan yang lebih tinggi, persyaratan yang rumit, sosialisasi
yang dilakukan oleh LPJK, pelayanan asosiasi profesi, dan pengjangkauan
kantor asosiasi profesi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kendala
tenaga ahli dalam memperoleh sertifikat keahlian yang paling dominan
berdasarkan kategori dan secara keseluruhan yaitu dimana tenaga ahli tidak
memiliki waktu yang cukup untuk mengurus sertifikat keahlian dan

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPJK.

. Pada sisi lain, variabel yang menempati peringkat terbawah secara umum

adalah tidak ada manfaat berupa kemudahan mendapatkan pekerjaan dan
tidak ada manfaat berupa pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menyatakan
bahwa tenaga ahli merasa bahwa kepemilikan sertifikat memiliki nilai
tambah berupa kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan
gaji yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa walaupun tenaga ahli
merasa mendapatkan nilai tambah dengan kepemilikan sertifikat keahlian,
masih banyak tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian
dikarenakan waktu dan kurangnya sosialisasi dari LPJK mengenai proses
sertifikasi keahlian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, variabel yang paling dominan adalah
waktu untuk mengurus sertifikasi yaitu dimana tenaga ahli tidak memiliki
waktu yang cukup untuk mengurus sertifikat keahlian dikarenakan tenaga

ahli memiliki pekerjaan dengan jadwal yang tergolong padat. Secara umum,

5-1



5-2

kendala yang menempati peringkat kedua tertinggi adalah kurangnya
sosialisasi yang dilakukan oleh LPJK. Maka dari itu, berdasarkan kendala
yang paling berpengaruh, hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan
kepemilikan sertifikat tenaga ahli yaitu dimana perusahaan tempat tenaga
ahli bekerja dapat membantu pengurusan sertifikasi keahlian sehingga
waktu yang diperlukan akan jadi lebih sedikit. Solusi lain yang dapat
diberikan yaitu dengan proses pendaftaran untuk memperoleh sertifikat
dilakukan secara onmline sehingga akan menghemat waktu pengurusan.
Solusi untuk kurangnya sosialisasi dari LPJK, yaitu dengan
memaksimalkan program yang telah dilakukan oleh LPJK, seperti training
pembekalan sertifikasi keahlian kepada fresh graduate yang kemudian akan
mendapatkan sertifikat keahlian dengan masa berlaku selama 1 tahun.
Dengan memperbanyak dilakukannya program tersebut, maka semakin
banyak tenaga ahli yang memiliki sertifikat namun tetap dibekali dengan

kemampuan yang memadai.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

l.

Wawancara tak terstruktur hanya dilakukan kepada lima orang respoden
dimana setiap responden mewakili satu asosiasi profesi. Karena hanya
mewawancarai satu orang dari setiap asosiasi profesi, maka variabel yang
didapatkan bersifat subjektif. Maka dari itu, jumlah responden tenaga ahli
yang diwawancarai lebih banyak sehingga variabel penelitian yang didapat
juga lebih beragam.

Pada sesi pengkategorian, jumlah responden menjadi sedikit karena
dikelompokan sehingga terjadi penilaian yang subjektif. Maka dari itu,
jumlah responden tenaga ahli yang diberikan kuisioner sebaiknya lebih
banyak sehingga data menjadi lebih umum. Selain itu, penyebaran kuisioner
juga dapat dilakukan pada daerah lain, tidak hannya pada Jakarta dan
Bandung.
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